
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOMBANA 

NOMOR 54 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOMBANA, 

Menimbang ; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati Bombana tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 

Mengingat Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia TAun 1945; 

2 Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dombuana, Kabu paten 
Wakatobi, dan Kabupaten olaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144; Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339) 

3 Undang-Undang Nomor I7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republike 
lndone sin Tahun 2003 Nomor 47, Tar bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Noror 4286) 

4 Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Repubhik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tam baha Lem baran Negara Republik Indonesia 
Norr 43554; 



5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noror I04, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 44211; 

b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarn bahan Lembaran Negara Republik Indones 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Noror 6 
tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahu 

202 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor I, Tarn bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 6856j; 

7 Undang- Undang Noror I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pererintah Pusat 
dan Pererintahan Dacrah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Noro 4, 
Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8 Peraturan Pemerintah Noror 109 Tahun 2000 tentang edudukan Keunngan Kepala Daerah dun 
Wakit Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tar bahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Noror 40281; 

9 Peraturan Pemerintah Noror 233 Tahun 20OS tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tarn bahan Lemnbaran 
Negara Re publik Indonesia Nomor 4502), scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pererintah Nomor 23 Tahu.n 2005 
tentang Pengelolaan eungan Dadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tar bahan Lera barn Negara Republik Indonesia Nomor 5340¥ 

I0 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tarabahan Lembaran Negara RepubLe 
Indonesia Nomor 4972), sebagaim ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

I Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Noror 123, Turn bahan Lembaran Neg 
Republik Indonesia Nomor 51654; 

12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 73, Tarn baha Lembaran Negara Republik Indonesia noror 604 1; 

Pengawasan 
Tahun 2017 



13 Peraturan Pemerintah Noor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pepin% 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 106, Tarn bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Noor 6057] sebagaiamana telah 
diubah dengan Peraturan Pererintah Nomor I Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Noror 18 Tahun 2017 tentang Hak euangan dan Administratif Pir pinan dan 
oggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 6, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

14 Peraturan emerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 
Gubernur swbagai Wakil Pemerintah Pusat (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 21g 
Nomor 109, Tar baha Lera baran Negara Republik Indoe sin Noror 6224); 

I5 Peraturan emerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Narr 2, Tam bah.an Lembaran Negara Re pub»bike Indonesia Noor 6322 

16 Peraturan Pemerintah Noor 13 Tahu 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelengg 
Pererintah Daerah (Lem bar an Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Noor 52, Tambe, 

I7 Peraturan Pemerintah Noror 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lemba 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tarn ba han Lera bran Negara Noror 688,3 

I8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republike tadone sin Tahun 2012 Norr 754) 

I9 Peraturan Menteni Dalam Negeri Noror 62 Tahun 2017 tentang Pengelom pokan emam puan 
euangan Daerah serta Pelaksanan dan Pertarggungiawaban Dana Operasional (Derita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Noror 1067) 

20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Noror 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungaun, 
enganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Adrinist 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungawaban Penggunaan antuan euangan Partai 
Politi, (Berita Negara Republik tudonesin Tahun 2018 Noor 6.30) se-bagaimana telah diu bah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Noror 78 TAhun 2020 tentaung Perubahan atas 
Peraturan Menteni Dalam Noror 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungun, Pengaonggauran 
Dalar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, 
Penyalran, dan Laporan Pertaunggangiawban Penggunan Lantuan Keuangan Partai Politik, 
(Brita Negara Republik tndonesin Tahun 2020 Nam0r 1777 



Menetapkaon 

21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Telanis Pengelolaa 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Noor 1781 

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
eraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 
cpala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nom6r 431); 

23 Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor I5 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Angguran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2023 Nomor 799); 

24 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lem baran Daerah Kabu paten Dor bana Tahun 2022 Nor or 3; 

25 Peraturan Daerah Kabupaten Bom baa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2024 (Lem baran Daerah Kabu paten Dom ban.a Tahun 2023 Noor 4]. 

MEMUTUSKAN 
PERATURAN BUPATI 'TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024, 

Dalam Peraturan ini yang diraksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten om bana 

• Pererintahan Daerah dalah Penyelenggara Lrusan Pemerintaha.n oleh Pererintah Dacrah dan Dewan Perwake4La 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonoi 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah scbagar unsur penyelenggnrn Pemerintahan Dacrah yang merir pin 4. Dupati adalah [upati ±Hom bana 
5, Dewan Perwakelan Rakyat Duaerah yang selanjutnya disingkat DP'RD Adalah Lembaga Perwake~lan Raleyat D%er4, 

Yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggarn Pererintah Daerah 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APED atelah Rencana Kcuangan Tahu Daerah yang itetapkan dengan Perda. 



Pendapatan Daerah adalah semua Hak Pererintah Darah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode Tahun Anggaran berkenaan. 
Delanja Daerah adalah semua Kewajiban Pemerintah Darrah yang diakui sebagai pengurang nilai kckayaan bersih dalam priode tabun anggaran berkenaan. 
Pembiayaan adnlah setap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang aan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada Tahun-Tahun Anggaran berikutnya. 
Peneriraan Daerah adalah uang yang masuk ke as Daerah. 
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari ns Daera.h. 

Pasal 2 
Perubahan Anggaran Pendaputan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 «em ula berjumlah Rp.1.222.236.972.010, 
bertarn bah scbesear Rp. 139.758,332.941, sehingga menjadi Rp. 1.361,995.304,951,-; dengan rincian sebagai benkut: 

I. Pendapatan Daerah 

·. 

7. 

8. 

9 

10 

1I 

: Rp. 1.217.610.554.010,00 
ER 2o.gs21a211go Jumlah pendapatan setelah perubahan 

2. Belanja Daerah 
a. Semula : Rp. 1.222.236.972.010,00 
b. Bramban «sen«ran» Be. 219.819.191513, 

Jumlah belanja setelah perubahan 

Rp. 1423.670.145.221,00 

1.433.047.463.553,00 

a. Serula 

b. Bertam bah/ (berkurang) 

d. Pembiayaan Dacrah 
a. Penerimaan pem binyman 

I) Semula 
2) Berta bah/ (berkurang 

: Rp. 

: Rp. 
4.626.418.000,00 
4,750.900.332.00 

Jumlah penerimaasn per biayaan setelah perubatun 
Rp. 9.377.318.332,00 

b. Pengeluaran pem biayan 
) Semula 
2) Bertam bah/ (berkeurang 

Rp 

R ,  
Jumlah pengeluaran pem biayaan setelah perubahan 

Rp. 
• 



• 

Jumah Pembiayaan Netto sectelah Perubahan e 

Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiL.PA] setelah perubahan go. 
9.377.318.332,00 

0 

Pawsa 3 
Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasat 2, 
tercantum dalam Lam piran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas: 

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut kelom pok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan 
Per biayaan; 
Rincian AP'BD menurut Urusan Pemerintahan Dacrah, Organisasi, Program, egiatan, Sub 
egiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Delanja, Dan Per biayaan; 
Daftar Nara Penerima, Alamat dan Be saran Aloksi Hibah Derupa Uang Yang Diterima Sert 
Skpd Pemberi Hibah; 

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Sert 

Skpd Pemberi Hibah; 

Daftar Nana Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial BHerupa Lang yang Diterima 
Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial; 
Daftar Nara Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang 
Diterima Serta SKP Per beri antuan Sosial; 
Daftur Nama enerira, Alamat dan Pesaran ant uan Keuangan Bersifat Ur um yang Ditcrira 
Serta SKPD Pemberi Bantuan euangan; 

Daftar Nama Penerira, Alarat dan Desaran Hantuaan eunngan Dersifat Urum yang Diterira 
Serta SKPD Pemberi Hantuan euangan; 

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Baran Belanja Ilagi Hasil Pajak Daerah Kepada 
Pererintah Kabupaten; 

j. Lampiran VI.b : Daftar Nam.a Penerira, Alamat dan Besaran Belanjn Bagi Hasl Pajak Dacrah Kepad 
Pemerintah Kota; 

i. Lampiran VLa 

a. Lam piran l 

b Lam piran IL 

c. Laun piran IL.a 

d. Larpiran Ht.b 

e. Lam piran IV.a 

r. Lampirn IV.b 

•· 
Lam piran V.a 

h. Lam piran vV, : 

k. Lapiran VIL.e 

I. Lampirnn VIE 

Daftar Nara Penerima, Alamat dan Desaran Belanja Bagi Hasil Pajak Dara.h Kepada 
peeerintah Dess; 

; Rician Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Duerah, Organisasi, Program, 
egiatan, Sub egiatan, Kelompok, Jenis, Objck, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objele 
Pendapatan, Delanja Dan Pembiayaan; 



• 

• 

tn. Lam piran IX Rincian Dana Tar bahan Infrastuktur Menurut Urusain Pemerintah.an Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelormpok, Jenis, Objek, Rincian Objeke, Dan Sub Rinciacn Objek Pendapatan, Belanja Dan Pemnbiaya 

Pasal 4 

Lam piran sebagaimana terse but dalam Pasat 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati [ni_ 

Pelakcseanaan penjabaran Peru bahan APBD yang ditetapkan dalum peraturan ini ditruagkan lebih Lan jut dalam dokeutee pelaksanaan anggaran sat uan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangun. 
asal 6 

Peraturan Bu pati ini rulai berlakeu pada tanggal diundangkan. 
Aga setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dhupati ini dengan penema patannya de Derita Daerah Kabupaten Dom bana 

Ditetapkan di Rum bin 

padatanggal -1- 2024 

• BUI BOMBA 

Diundangkan di Rubia, 

pada tanggal - 1 ¢ -  2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, 

BERITA DAERA! KABHUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMO 34 

__ ..,, 

EDY SUHARMAN'TO 


